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ABSTRACT
Background: To reduce child and maternal mortality, as well
as mortality and morbidity of malaria, an integrated malaria
control program along with antenatal care and immunization
has been implemented through malaria screening and provision
of LLIN to pregnant women and the provision of LLIN to children
under five who received full immunization.
Objective: The objective of this study is to evaluate integrated
malaria control program in Hulu Sungai Selatan District and
Banjarbaru City, South of Kalimantan Province by exploring
input, process and output of the program.
Method: The study uses evaluation formative approach using
qualitative method with exploratory qualitative design. Data is
collected through in-depth interviews, focus group discussion,
checklist of observation and documents related to the integrated
program. Data analysis was performed with the reduction and
presentation of the data, visualization, conclusions, and
verification that describe the input, process and output variabels
relevant to integrated malaria control program.
Result: The dominant challenges in the input are commodity,
funds, as well as the organization of integrated programs.
Implementation of the integrated program is not optimal in the
form of policies, capacity building, QA, supervision, and
recording and reporting. The integrated program did not achieve
the intended output in terms of LLIN coverage for children
under f ive as well as pregnant women ANC coverage
(Trimester I and IV)
Conclusion: The implementation of integrated malaria control
program in general was relatively weak in terms of input,
process and output. Adequate inputs and processes to
strengthen the implementation of the integrated program are
necessary, so it can be one of the exit strategies for malaria
control in pregnant women and children under five.
Keywords: Integrated program, malaria control, maternal
health care, immunization routine
ABSTRAK
Latar Belakang: Dalam upaya menurunkan angka kematian
ibu dan anak serta angka kesakitan dan kematian akibat malaria,
telah dilaksanakan program terpadu pengendalian malaria,
pelayanan ibu hamil dan imunisasi melalui skrining malaria dan
pemberian kelambu berinsektisida pada ibu hamil serta
pemberian kelambu pada balita yang mendapat imunisasi
lengkap.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi program
terpadu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Banjarbaru
Provinsi Kalimantan Selatan dengan mengeksplorasi input,
proses dan output program.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi formatif,
dengan metode kualitatif  dan desain penelitian kualitatif
eksploratif. Pengumpulan data dengan wawancara mendalam,
diskusi kelompok terarah serta observasi dan checklist
dokumentasi.
Hasil: Tantangan yang paling besar dan dominan pada input
adalah komoditi, dana, serta organisasi program terpadu. Belum
optimalnya pelaksanaan proses program terpadu berupa
kebijakan, capacity building, QA , supervisi, serta pencatatan
dan pelaporan. Tidak tercapainya output program terpadu yaitu
cakupan kelambu pada balita dan cakupan kunjungan ANC ibu
hamil (K1 atau K4).
Kesimpulan: Program terpadu pengendalian malaria,
pelayanan kesehatan ibu hamil dan imunisasi belum optimal
pada komponen input, proses dan output. Adekuatnya input
dan proses dapat memperkuat pelaksanaan program terpadu,
sehingga dapat menjadi salah satu exit strategi pengendalian
malaria pada ibu hamil dan balita.
Kata Kunci: program terpadu, pengendalian malaria, kesehatan
ibu dan imunisasi
PENGANTAR
Penyakit malaria merupakan salah satu penya-
kit menular yang berkontribusi dalam kematian bayi,
balita dan ibu hamil, yakni malaria dalam kehamilan
menyebabkan 5–12% dari total bayi berat lahir ren-
dah dan berkontribusi 75.000 hingga 200.000 terha-
dap kematian bayi1. Di daerah terpencil dimana fa-
silitas kesehatan sulit dijangkau, pada umumnya ca-
kupan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan imu-
nisasi rutin sangat rendah serta angka kejadian
penyakit malaria cukup tinggi2. Kegiatan terpadu
pengendalian malaria, pelayanan ibu hamil dan
imunisasi melalui kegiatan skrining malaria ibu hamil
JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA
VOLUME 04 No. 01 Maret  2015 Halaman 26 - 31
Artikel Penelitian
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Vol. 04, No. 1 Maret 2015  27
Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia
dan pemberian kelambu berinsektisida melalui pem-
berian kelambu dan screening malaria pada ibu hamil
dan balita dengan imunisasi lengkap dapat mening-
katkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, ca-
kupan imunisasi dan penemuan kasus positif mala-
ria serta memberikan pencegahan terhadap penular-
an penyakit malaria pada ibu hamil, bayi dan balita2.
Kegiatan terpadu pengendalian malaria dengan
pelayanan ibu hamil dan imunisasi juga diimplemen-
tasikan di negara lain contohnya yaitu di Togo dan
di District Mukono Uganda tahun 20053. Di Burkina
Faso pada tahun 2007 dilakukan pendistribusian ke-
lambu melalui pelayanan kesehatan ibu hamil4. Pada
tahun 2010 program ini mulai diimplementasikan
secara bersama-sama di wilayah Kalimantan dan
Sulawesi yaitu di wilayah dengan endemisitas ma-
laria sedang (API sebesar 1-< 5 per 1.000 penduduk).
Pencapaian indikator program terpadu malaria,
pelayanan ibu hamil dan imunisasi di wilayah Kali-
mantan dan Sulawesi masih di bawah target. Anggar-
an dana kegiatan program terpadu ini lebih besar
bila dibandingkan dengan seluruh anggaran program
pengendalian malaria secara nasional untuk seluruh
Indonesia pada tahun 2012 bersumber dari APBN
yaitu sekitar Rp. 21,9 milyar.
Evaluasi pelayanan integrasi berfokus pada pro-
ses dan hasil serta penilaian  menghitung konteks
perkembangan pelayanan terintegrasi, dan berbagai
perspektif dari pengguna jasa, penyedia jasa dan
tingkat penyediaan pelayanan kesehatan yang terli-
bat5. Kegiatan terpadu ini belum berjalan sebagai-
mana mestinya sehingga dilakukan evaluasi program
terpadu malaria, kesehatan ibu hamil dan imunisasi
dilakukan pada tahap input, proses pelaksanaan dan
output di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota
Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan.
BAHAN DAN CARA PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi pro-
gram formatif dengan desain penelitian kualitatif eks-
ploratif, mendeskripsikan evaluasi pelaksanaan pro-
gram terpadu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan
Kota Banjarbaru Provinsi Kalsel.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawan-
cara mendalam terhadap pengelola progran terpadu
di tingkat kabupaten/kota dan pengelola terpadu di
tingkat puskesmas terpilih dengan total informan se-
banyak 13 orang, selain itu juga telah dilakukan dis-
kusi kelompok terarah sebanyak 6 kali yaitu kelom-
pok pengelola malaria, KIA dan imunisasi di masing-
masing kab/kota, dan untuk mengetahui jalannya
program terpadu juga dilakukan observasi pada saat
pelaksanaan serta didapatkan hasil ceklist doku-
mentasi terhadap data capaian output dan dokumen
pendukung pelaksanaan program terpadu. Analisis
data dilakukan dengan reduksi dan penyajian data
serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, sehingga
memberikan gambaran yang jelas tentang variabel
yang paling relevan yaitu input (komoditi, dana dan
struktur organisasi), proses (kebijakan dan supervisi)
serta capaian indikator output program terpadu ma-
laria, pelayanan ibu hamil dan imunisasi.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada tahun 2013 program terpadu dilaksanakan
di 21 puskesmas Kabupaten HSS  dan 4 puskesmas
di Kota Banjarbaru. Capaian indikator output pro-
gram terpadu di Kabupaten HSS terdapat 7 indikator
yang telah berhasil mencapai target, namun masih
terdapat 3 indikator yang belum mencapai target yai-
tu cakupan kelambu balita, cakupan kunjungan ANC
K1 dan cakupan kunjungan ANC K4. Capaian indi-
kator di Kota Banjarbaru, yaitu 9 dari 10 indikator
sudah mencapai target, kecuali indikator cakupan
kelambu pada balita.
Komoditi
Komoditi yang sangat menentukan dalam kelan-
caran pelaksanaan program terpadu ini adalah ke-
lambu yang sering terlambat tiba di lapangan atau
tidak sesuai jadwal, seperti yang diungkapkan oleh
informan berikut:
Tabel 1. Capaian Indikator Output Program Terpadu di Kabupaten HSS dan Kota Banjarbaru Tahun 2013
Indikator Output Target (%) 
Capaian (%) 
Kabupaten HSS Kota Banjarbaru 
Cakupan kelambu pada ibu hamil  80 94,31 94,83 
Cakupan skrining ibu hamil 80 125,74 81,28 
Cakupan kelambu pada balita yang mendapat imunisasi lengkap 80 39,90 72,23 
Cakupan Kunjungan ANC 1 (K1) 95 90,00 95,60 
Cakupan Kunjungan ANC 4 (K4) 90 69,90 90,20 
Cakupan imunisasi lengkap pada balita 80 87,80 93,60 
Persentase Bidan yang dilatih malaria dalam kehamilan 80 80,23 (138 orang) 82,20 (97 orang) 
Pelaksanaan supervisi terpadu 80 100% 100% 
Kelengkapan laporan terpadu 80 100,00 100,00 
Ketepatan laporan terpadu 80 85,71 100 
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten HSS dan Kota Banjarbaru, 2014
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“...seperti pedoman yang saya baca, maksud
dari program ini untuk meningkatkan cakup-
an tapi akhirnya jadi masalah karena kelambu
tiba di akhir-akhir tahun sehingga tidak me-
ningkatkan lagi cakupan program imunisasi,
jadi eee...seolah - olah hal ini menambah ker-
jaan teman-teman, kalau seperti ini seolah -
olah kita yang mencari -cari lagi balita yang
telah diimunisasi lengkap itu...”(pengelola
imunisasi).
“...kegiatan integrasi KIA - malaria sudah ber-
jalan dengan baik, bidan-bidan puskesmas
sudah menjalankan RDT dan kelambu sesuai
dengan yang diharapkan, asal tersedia ke-
lambu dan RDT maka program berjalan...”
(Pengelola KIA)
Tidak tersedianya kelambu menyebabkan per-
ubahan pada mekanisme pemberian kelambu yang
seharusnya diserahkan pada kunjungan pemeriksa-
an kehamilan trimester pertama (K1) menjadi disu-
sulkan setelah kelambu tersedia. Begitu pula untuk
pemberian kelambu pada balita yang imunisasinya
sudah lengkap, harus dilakukan sweeping atau
petugas mendatangi ke setiap rumah balita untuk
membagikan kelambu kepada sasaran tersebut. Hal
ini disamping menambah beban kerja dan dana, serta
tujuan program terpadu untuk meningkatkan cakupan
imunisasi lengkap tidak tercapai.
Dana
Anggaran biaya kegiatan program terpadu di
tingkat kabupaten, puskesmas hingga desa meliputi
komponen: biaya distribusi kelambu dari kabupaten/
kota ke puskesmas hingga distribusi ke sasaran,
pelatihan dan sosialisasi, supervisi, insentif petugas
di tingkat kabupaten/kota, dan sweeping. Jumlah
dana distribusi kelambu menurut petugas kesehatan
sangat kecil atau tidak sebanding dengan ongkos
transport ke sasaran, seperti yang diungkapkan oleh
informan berikut ini:
“...cuma istilahnya kan kalau dihitung dari se-
gi jerih payah waktu dan tenaga yang dike-
luarkan maka tidak sesuai...”(pengelola
imunisasi)
Namun ada pula informan yang menyatakan bah-
wa dana tidak menjadi masalah walaupun kecil ka-
rena ada dukungan dana kegiatan ANC bersumber
dari BOK yang bisa terintegrasi dengan kegiatan
program terpadu, seperti yang diungkapkan oleh
pengelola KIA (INF. 8) berikut ini :
“...itu untuk transportasi juga, yang Rp.1800
itu ya?, untuk bidannya nach itu untuk jasanya
ada, jadi bisa membagikan kelambu,...juga
tersedia dana sweeping ANC dari BOK... se-
hingga sekalian membagi kelambu dan ke-
giatan  ANC juga...sekali kerja saja bisa men-
capai dua kegiatan..”
Sumber pendanaan program terpadu sebagian
besar masih bergantung pada dana hibah luar negeri
(Global Fund), walaupun sudah tersedia dukungan
dana bersumber dari APBD dan BOK namun besar-
annya masih jauh lebih kecil. Masih ketergantung-
annya dana program terpadu ini pada bantuan luar
negeri akan mempengaruhi terhadap kelangsungan
terus menerus atau sustainability program terpadu
ini selanjutnya. Ketergantungan dana terhadap do-
nor tanpa dilakukan adanya exit strategy untuk sum-
ber pembiayaan lain akan berdampak pada berhen-
tinya kegiatan program terpadu di lapangan, misalnya
ketika tidak tersedianya dana insentif untuk penge-
lola imunisasi dan KIA menimbulkan berkurangnya
perhatian atau kerjasama dan peran pengelola pro-
gram terkait (adanya anggapan bahwa program
terpadu juga sudah berhenti). Hasil evaluasi input
tentang dana program terpadu seperti pada tabel 2:
Tabel 2. Hasil Evaluasi Dana Program Terpadu Menurut Pengelola Malaria, Pengelola Imunisasi dan Pengelola KIA
Komponen Variabel Pengelola Malaria Pengelola Imunisasi Pengelola KIA 
Ketersediaan dan 
kecukupan dana.
 Dana tersedia, besarannya cukup 
untuk perkotaan namun sangat kecil 
untuk daerah sulit. 
 Ada dana untuk bagi 
kelambu, walaupun kecil 
jumlahnya  
 Ada dana untuk distribusi 
kelambu, tetapi dana untuk 
skrining tidak ada lagi. 
Jenis dana.  Dulu tersedia dana untuk: pelatihan 
bidan, sosialisasi KIA dan imunisasi, 
insentif bidan imunisasi, sweeping, 
transport distribusi.  
 Ada biaya angkut dari kab ke 
faskes, tapi untuk salary imunisasi 
dan KIA hanya sampai tahun 2012.  
 Tersedia dana untuk bidan 
yang memberikan kelambu 
bayi dan balita, sosialisasi, 
sweeping kelambu, perte-
muan evaluasi tiap tahu. 
 Ada salary untuk Imunisasi 
tetapi hanya s/d tahun 2011.
 Ada dana tapi tidak sesuai 
dengan tenaga dan waktu.  
 Ada dana distribusi kelambu 
cukup walau sedikit. 
 Dana sweeping ANC bisa 
untuk sweeping kelambu 
(kelambu terlambat datang) 
Sumber dana.  APBD Provinsi : untuk pemeriksaan 
Slide darah malaria (termasuk 
skrining).  
 Dana distribusi kelambu dari GF, 
BOK (pelacakan kasus). 
 APBD untuk kegiatan supervisi P2P, 
evaluasi 
 GF untuk kelambu, RDT, 
Distribusi kelambu 
 APBD untuk supervisi 
 GF untuk distribusi kelambu. 
 BOK untuk sweeping ANC 
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Struktur Organisasi
Struktur program terpadu yang secara khusus
pernah ada pada tahun 2010- 2011 yaitu berupa surat
keputusan kepala dinas kesehatan kabupaten/kota
tentang penetapan petugas pelaksana program in-
tensifikasi pengendalian malaria pada komponen
imunisasi, dan komponen kesehatan ibu. Pada tahun
2012 surat keputusan tersebut dianggap tidak berla-
ku lagi, seperti yang diungkapkan oleh pengelola
program berikut:
“...SK khusus untuk pengelola terpadu dulu
tahun 2010 ada, sekarang tidak ada, yang di
SK kan dapat honor, dinas kesehatan tidak
membuat antara malaria,KIA dan imunisasi
secara program...”(pengelola malaria).
“...penunjukan tim integrasi malaria dengan
KIA, pada tahun 2010 ada honornya tapi tidak
dilanjutkan tapi memang kegiatannya ku-
rang... tapi walaupun tidak ada dana tapi tidak
dituntut untuk membuat SK...”  (pengelola
KIA).
Komitmen dan koordinasi antara ketiga program
tersebut saat ini tetap berjalan walaupun tidak ada
secara tertulis atau hanya secara lisan oleh pengelola
malaria, terutama untuk pengelola program imunisasi
dan KIA yang baru (terlibat program tidak sejak
awal).
Kebijakan
Hasil evaluasi komponen proses tentang kebi-
jakan program terpadu menurut pengelola malaria,
imunisasi dan KIA dapat dilihat pada Tabel 4.
Implementasi program pada tahun 2011–2013
terdapat perubahan kebijakan yaitu pada tahun 2011
semua puskesmas di wilayah kabupaten/kota de-
ngan endemis malaria sedang tetapi tahun 2012 -
2013 yang melakukan kegiatan terpadu hanya di pus-
kesmas yang mempunyai desa dengan endemis
malaria sedang.
Supervisi
Supervisi program terpadu tidak dilakukan se-
cara khusus, namun diintegrasikan dengan supervisi
kegiatan lainnya. Pada awal program tersedia dana
untuk supervisi khusus program terpadu namun saat
ini tidak lagi tersedia dana tersebut. Supervisi dilaku-
Tabel 3. Hasil Evaluasi Struktur Organisasi Program Terpadu Pengelola Malaria,
Pengelola Imunisasi dan Pengelola KIA
Komponen Variabel  Pengelola Malaria Pengelola Imunisasi Pengelola KIA 
Struktur program 
terpadu 
Pernah ada SK khusus 
pengelola program terpadu 
yang dibuat tahun 2010, yang 
termasuk dalam Program 
terpadu Imunisasi dan KIA. 
Ada salary  dari GF utk 
masing-masing program. 
Komitmen dulu awal 
program tahun 2010, 
apalagi ada salary untuk 
masing- masing program 
terlibat. 
Sekarang tidak ada, terakhir 
tahun 2011.  
Dulu tahun 2010 ada SK integrasi 
KIA dengan malaria untuk kelambu 
ibu hamil dan skrining, tahun 2012 
tidak ada lagi. 
Kegiatan tetap berlangsung. 
Komitmen Pengelola imunisasi karena 
masih satu bidang, sehingga 
program berjalan. 
Tidak ada komitmen resmi, 
dulu ada sekarang tidak ada 
komitmen tertulis. 
Ada sosialisasi dan pelatihan, 
sehingga diketahui oleh 
program terkait 
Kegiatan tetap jalan di 
lapangan.  
Komitmen terpadu hanya 
lisan. 
Komitmen tertulis/ SK tidak 
ada.  
Pengelola imunisasi PKM 
diinformasikan saat 
sosialisasi/ buku pedoman. 
Ada komitmen tertulis tahun 2010 – 
2011 
Sekarang tidak ada komitmen 
tertulis. 
Sudah masuk dalam program kelas 
ibu hamil. 
Komitmen diinformasikan secara 
lisan oleh pengelola malaria. 
Pengelola KIA ada pelatihan,dan 
sosialisasi pada seluruh bidan desa.  
Dukungan terhadap 
program, 
Koordinasi antara 
program terkait 
Pengelola imunisasi dan KIA 
membantu dalam 
pelaksanaan program 
terpadu 
Program terpadu berjalan, 
ada kendala pengelola 
imunisasi dan bidan 
melakukan sweeping ke 
balita yang sudah lengkap 
imunisasinya.  
Bidan desa mendukung program.  
Kegiatan  terpadu ini menjadi bagian 
dalam setiap pelatihan kelas ibu 
hamil. 
Tabel 4. Hasil Evaluasi Kebijakan Program Terpadu
Komponen Variabel Pengelola Malaria Pengelola Imunisasi Pengelola KIA 
Proses penyampaian 
kebijakan kepada 
pelaksana program 
 Sosialisasi saat pertemuan 
evaluasi bulanan program 
malaria. 
 Sosialisasi pada awal 
program terpadu tahun 2010 
dan membaca pedoman 
 Pelatihan bidan tingkat 
kab/kota, sosialisasi untuk 
bidan desa di puskesmas 
Proses implementasi  Ada perubahan-perubahan 
kebijakan yaitu daerah 
endemisitas dari mapping 
kab/kota menjadi mapping 
desa
 Penentuan daerah sasaran 
program mengikuti malaria 
saja. 
 Program terpadu sudah 
masuk ke dalam program 
kelas ibu hamil sehingga 
sudah jelas 
pelaksanaannya. Kelambu
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kan setiap 3 bulan sekali dimana setiap puskesmas
minimal dilakukan supervisi 1 kali dalam setahun,
atau bisa tidak terjadwal tergantung bila ada teradi
permasalahan di lapangan. Antara program yang
terlibat melakukan sendiri-sendiri supervisi, kecuali
untuk program imunisasi dan malaria yang dalam
satu seksi bisa dilakukan supervisi bersama-sama,
seperti yang diungkapkan oleh pengelola malaria
(INF.1) berikut :
“...supervisi terpadu malaria - imunisasi bisa
terpadu, kalau KIA tidak bisa terpadu karena
KIA juga ada kegiatan sendiri - sendiri...”
PEMBAHASAN
Indikator cakupan kelambu pada balita yang
mendapat imunisasi lengkap masih di bawah tar-
get. Hal ini bila dibandingkan dengan cakupan balita
yang mendapat imunisasi lengkap maka sangat jauh
berbeda. Hasil ini berbeda dengan di Malawi bahwa
pemberian kelambu gratis pada anak yang telah me-
lengkapi imunisasi dasar, meningkatkan cakupan
imunisasinya meningkat > 25% di setiap distrik6.
Adanya perbedaan capaian indikator ANC tersebut
yang lebih kecil bila dibandingan dengan capaian
cakupan kelambu pada ibu hamil dan cakupan skri-
ning ibu hamil yang lebih besar dan mencapai tar-
get. Integrasi bukan berarti “menyembuhkan” pela-
yanan yang tidak ada sumber daya yang adekuat.
Integrasi dua program yang terpisah sebelumnya
mungkin akan menghemat pemberi pelayanan, teta-
pi integrasi pada kegiatan yang baru ke dalam sis-
tem kesehatan yang sudah ada tidak akan berjalan
kontinu tanpa adanya sistem yang menyeluruh
dengan sumber daya yang lebih baik7.
Keterlambatan distribusi kelambu dari pusat ke
kabupaten/kota merupakan hambatan utama dalam
penyediaan logistik program terpadu yang berdam-
pak pada tidak tercapainya salah satu tujuan pen-
distribusian kelambu yaitu meningkatkan cakupan
kunjungan ANC dan imunisasi lengkap pada balita.
Karakteristik keberhasilan pelayanan terintegrasi
adalah bagaimana link yang baik antara target inter-
vensi dalam kelompok grup populasi dan sumber
daya yang diperlukan (misalnya supply, perlengkap-
an, dan tersedianya tenaga kesehatan yang terlatih)8.
Kepemilikan kelambu akan meningkatkan cakupan
imunsasi baik pada program kampanye integrasi
maupun pelayanan rutin. Memastikan rantai logistik
yang sufficient yakni memperhatikan komoditas dari
kedua progran yang diintegrasikan misalnya imu-
nisasi dan pelayanan malaria (kelambu), yang juga
berkontribusi dalam keberhasilan pelayanan terinte-
grasi.
Sumber pendanaan program terpadu sebagian
besar masih bergantung pada dana hibah luar negeri
(Global Fund), walaupun sudah tersedia dukungan
dana bersumber dari APBD dan BOK namun besar-
annya masih jauh lebih kecil. Masih ketergantung-
annya dana program terpadu ini pada bantuan luar
negeri akan mempengaruhi terhadap kelangsungan
terus menerus atau sustainability program terpadu
ini selanjutnya. Solusi mendapatkan sustainable dan
inovasi pembiayaan adalah dengan melibatkan peran
pemerintah dalam proses program. Provinsi dan ka-
bupaten menyiapkan biaya untuk kegiatan di lapang-
an dan diperlukan persetujuan di tingkat nasional
untuk target yang akan dicapai. Kontribusi dari ma-
syarakat di daerah juga harus mulai dikejar untuk
membiayai pelayanan terpadu di masyarakat9.
Organisasi program terpadu tidak tertuang seca-
ra tertulis berupa SK atau kesepakatan kerja antara
ketiga program terkait, sehingga komitmen, dukung-
an dan tanggung jawab dari pengelola program terkait
juga tidak mengikat. Pelayanan integrasi memerlu-
kan perubahan struktur dan organisasi secara sig-
nifikan menjadi sistem pelayanan administrasi dan
manajemen yang kadang lebih kompleks10.
Integrasi dengan tipe organisasi berupa adanya
struktur koordinasi, sistem kekuasaan dan hubungan
atar organisasi  dengan mengembangkan perjanjian
formal dan informal atau rencana kerjasama seperti
penggabungan dana atau praktik dasar pengawasan
atau mengembangkan payung struktur organisasi
seperti federasi perawatan primer atau persekutuan
lokal daerah (Shaw, 2011). Secara organisasi, inte-
grasi dapat terjadi pada saat adanya penggabungan,
perjanjian atau strategi perserikatan antara institusi
yang berbeda, dan berdasarkan integrasi profesional
terjadi apabila profesi kesehatan yang berbeda atau
spesialistik bekerja bersama untuk ikut serta mem-
berikan layanan bersama (joined-up service)11.
Tidak adanya update terhadap pedoman ber-
akibat petugas pelaksana program terpadu yaitu
bidan atau juru imunisasi yang langsung memberikan
pelayanan kepada masyarakat (ibu hamil dan balita)
menjadi kebingungan dan tidak bisa memahami dan
mengerti ketentuan pelaksanaan program, yang da-
pat menghambat kinerja program terpadu tersebut.
Implementasi di Malawi kebijakan malaria dalam
kehamilan meskipun panduan bisa ditemukan pada
tingkat nasional namun mereka tidak menyebarkan
informasi kebijakan tersebut secara efektif pada selu-
ruh penyedia jasa pelayanan kesehatan juga tidak
megenalkan panduan secara ekstensif. Hal tersebut
menyebabkan penggunaan dan kepatuhan terhadap
panduan tersebut bisa sangat lemah12.
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Tidak adanya komitmen antar program yang ter-
libat menyebabkan terhambatnya koordinasi dan ko-
munikasi pelaksanaan kegiatan, walaupun secara
kuantitas program terpadu tetap berjalan di lapangan
namun secara kualitas program terpadu belum ter-
capai. Integrasi seluruh sektor memerlukan keterli-
batan dan komitmen di berbagai tingkat lembaga
yang terlibat13.
Supervisi program terpadu tidak dilakukan seca-
ra khusus, namun diintegrasikan dengan supervisi
kegiatan lainnya. Supervisi merupakan salah satu
upaya untuk menjalin koordinasi antar program yang
terlibat, ataupun koordinasi pada program yang sama
namun pada tingkatan pelayanan yang berbeda.
Supervisi adalah dasar untuk koordinasi dalam hirarki
organisasi, yakni dilakukan pertukaran informasi
diatara 2 orang atau seorang yang bertanggungjawab
untuk suatu pekerjaan14.
Secara konteks pelaksanaan program terpadu
pengendalian malaria, pelayanan kesehatan ibu
hamil dan imunisasi di Kabupaten HSS dan Kota
Banjarbaru telah berjalan dan diterima dengan baik
oleh pengelola dan penyedia pelayanan, namun
untuk keberhasilan jangka panjang dan sustanaibility
program terpadu ini, masih terdapat beberapa tan-
tangan dan tindak lanjut yang harus dilakukan pada
setiap komponen.
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